SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU

Menimban : a. bahwa sesuai dngan Rencana Tata ruang Wilayah
Kota banjarbaru yang didalamnya tidak terdapat
g kawasan pertambangan yang berakibat tidak dapat
menarik pajak dari sektor pertambangan, maka
peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan sudah tidak dapat diterapkan sehingga perlu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas perlu dibentuk
Peraturan Daerah Tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034( Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Menetapkan :

dan
WALI KOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1...
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Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada tanggal 15 Januari 2021
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru,
Pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 4

PENJELASAN...
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan sebagai landasan yuridis untuk memungut Pajak mibneral
Bukan Logam dan batuan atau galian C.

Bahwa dalam perjalanan pemungutan pajak mineral bukan logam dan
batuan, potensinya tidak memadai atau tidak menutup biaya operasional
pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan. berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Daerah
dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau
disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banjarbaru Tahun 2014-2034, bahwa di wilayah Kota Banjarbaru tidak
terdapat kawasan pertambangan. selain kontrak karya pertambangan
intan yang berlaku sampai dengan tahun 2034 di Kecamtan Cempaka.

Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan sudah tidak dapat diterapkan sehingga perlu dilakukan
pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 108



